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Abstraksi 
Bila diperhatikan berbagai fenomena yang terjadi di dalam 
masyarakat, khususnya perspektif masyarakat terhadap 
penegakan hukum (Law Inforcement) itu sendiri, maka 
sebenarnya telah terjadinya distrust/tidak percaya lagi terhadap 
Hukum. Dengan pendekatan teoritis, tulisan ini mengungkap 
factor penyebab dan solusi untuk menyelesaikan problem 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. 
 
Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kepastian Hukum dan 
Penegakan Hukum 
 
 
 
A. Pendahuluan 
Serangkai dengan kebebasan, manusia itu mempunyai 
keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan. Keperluan 
dan kepentingan itu berbeda antara yang seorang dengan yang 
lain  Ada yang sederhana , ada yang rumit. Bahkan kebebasan  
itupun termasuk  keperluan dan kepentingan manusia, untuk 
mewujudkan kepentingan dan keperluan yang lain. Kalau semua 
manusia mempunyai kepentingan dan keperluan, sedangkan 
objek dari kepentingan dan keperluan itu sama, jelaslah objek itu 
menjadi perebutan antara sesama manusia. Bahkan kadang-
kadang manusia menjadikan manusia yang lain sebagai objek, 
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atau dalam hal lain sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang 
berupa keperluan dan kepentinganmya itu.
1
 
M.M Djojodiguno selalu dalam kuliah-kuliah beliau, 
dalam mata pelajaran  Sosiologi dan Sosiologi Khusus  
mengatakan “manusia”  adalah gejala alam, sedangkan orang 
adalah gejala masyarakat –membutuhkan masyarakat, artinya  ia 
membutuhkan orang yang lainnya lagi  yang bisa diajak serta  
mewujudkan maksud dan cita-citanya, atau terbentuknya 
masyarakat manusia itu tidak dengan sengaja, ada begitu saja. 
Lalu dengan Negara, ia merupakan masyarakat manusia yang 
luas, terbentuknya merupakan suatu proses yang tertentu –artinya 
ditentukan untuk adanya, bukan ada begitu saja tanpa proses 
pengaturan.
2
 
Sekarang,  karena manusia membentuk masyarakat-
sengaja atau tidak, tentulah  di dalam masyarakat itu timbul nilai-
nilai tertentu, mula-mula merupakan suatu kejadian, sebagai 
suatu gejala yang satu, , lambat laun ia diterima berkali-kali dan 
akhirnya merupakan suatu nilai yang tertentu, yang didukung  
oleh semua anggota masyarakat, dan selanjutnya nilai-nilai yang 
menjadi landasan dan ukuran bagi setiap tindakan lebih lanjut 
dari setiap anggota masyarakat, baik itu tertulis maupun  tidak 
tertulis, dan kelak, iapun akan mengalami perkembangan yang 
serupa. 
Dengan kata lain nilai-nilai itu merupakan hukum, jadi 
hukum merupakan suatu alat untuk tercapainya seluruh 
kepentingan manusia. Hukum sendiri bukanlah tujuan. Ia hanya 
merupakan suatu sarana. Tegasnya, hukum adalah aturan-aturan 
yang mengatur tingkah laku manusia dan juga sebagai pengukur 
bagi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi 
hukum diperlukan oleh manusia karena: (a) Manusia mempunyai 
keperluan-keperluan atau banyak keperluan. (b) Kehidupan 
manusia mempunyai tujuan. 
                                                 
1
 Moh. Tolchah Mansoer, Hukum, Negara, Masyarakat, Hak-Hak 
Asasi Manusia Dan Islam, (Bandung: Alumni, 1979), h. 18. 
2
  Moh. Tolchah Mansoer, Hukum, Negara,… h. 19 
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Tujuan ini bukan sekedar pemenuhan atau keperluannya 
yang nyata  dan dalam waktu singkat, tetapi yang panjang, yaitu 
ketentraman, keadilan, dan ketertiban. Jadi hukum mempunyai 
tujuan yang pendek dan tujuan yang jauh.
3
 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa salah 
satu orientasi hukum adalah menciptakan keadilan yang dapat 
dielaborasi lebih jauh terutama dari  dimensi keadilan hukum 
seperti pemberantasan korupsi yang sesungguhnya untuk 
mengembalikan hak-hak orang yang statusnya ekonomi lemah 
karena haknya diambil oleh orang yang tidak mengerti akan nilai 
–nlai sosial yang ada dalam masyarakat tersebut 
Hukum adalah sistem peraturan-peraturan prilaku. Yang 
dimaksud  dengan prilaku adalah prilaku orang-orang dalam 
suatu masyarakat politik. Hanya peraturan-peraturan yang dibuat 
oleh penguasa yang kompeten dan sah  dapat disebut peraturan 
hukum.. 
Dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, para ahli 
hukum  adalah juru bicara  bagi prinsip-prinsip yang telah 
terbentuk secara histories dan Passive Dispenser of a received, 
impersonal justice.  
Sudah menjadi suatu pengetahuan umum  bahwa suatu 
system hukum mengandung aspek-aspek pokok sebagai berikut:
4
 
a) Aturan-aturan yang melarang atau memerintahkan suatu 
perbuatan tertentu dengan ancaman hukuman 
b) Aturan-aturan yang menuntut seseorang yang merugikan 
orang lain untuk memberikan ganti rugi. 
c) Aturan-aturan yang menetapkan apa yang harus dipenuhi 
dalam pembuatan wasiat, kontrak, atau pengaturan-
pengaturan lain yang memberikan hak dan menimbulkan 
kewajiban. 
                                                 
3
  
3
  Moh. Tolchah Mansoer, Hukum, Negara,… h. 19 
4
 Hatta Materi Kuliah Teori  Hukum, Pada Program Magister Ilmu 
Hukum Universitas Muhammadiyah  Jakarta, tanggal  16 April  2005   
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d) Pengadilan-pengadilan yang memutuskan apa aturannya, 
dan apakah terjadi pelanggaran aturan dan menentukan 
hukuman atau ganti rugi yang harus dibayar. 
e) Badan Legislatif yang membuat aturan baru atau 
menghapuskan yang lama. 
Dalam  konteks penegakan hukum ada tiga hal yang harus 
diperhatikan yaitu:
5
 
a) Kepastian Hukum. 
b) Manfaat Hukum. 
c) Keadilan Hukum 
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 
mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan 
Manfaatnya bagi sosial menjadi kenyataan. Proses mewujudkan 
ide-ide itulah yang merupakan esensi penegakan hukum
6
 
   
B. Hukum, Kesadaran Masyarakat dan Penegakan Hukum 
1. Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhinya 
Mencermati  penegakan hukum saat ini nampaknya masih 
sangat lemah  karena sering kita jumpai  adanya suatu kasus yang 
kadangkala tidak tuntas, walaupun selesai namun tidak sesuai 
dengan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut 
terjadi karena ada beberapa faktor  yang mempengaruhi 
pelaksanaan penegakan hukum, seperti pendapat Soerjono 
Soekanto dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar tetap 
dalam Ilmu Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia tanggal 14 Desember 1983 membuat perincian faktor-
faktor  yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai 
berikut:
7
 
a. Faktor hukummya sendiri. 
                                                 
5
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta, Liberty: 
1986), Cet. I h. 130 
6
 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung, Sinar 
Baru:t.th), h. 15 
7
 Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Jakarta, 
Pustaka Kartini: 1991), h. 171-172 
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b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang 
membentuk hukum maupun menerapkan hukum. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan 
Dari  beberapa Faktor tersebut, nampaknya  bahwa faktor 
keempat  yakni masyarakat, bahwa hesadaran hukum masyarakat 
juga sangat berperan dalam penegakan hukum, karena merupakan 
salah satu issue yang mengemuka dan hangat dibicarakan, 
dikarenakan  masih banyaknya pelanggaran dan ketidaktaatan 
masyarakat terhadap hukum.  
Fenomena dari ketidaktaatan dan pelanggaran masyarakat  
atas hukum merupakan salah satu hal yang menunjukkan 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya 
ketidaktaatan atas hukum, tetapi seringkali terjadi penolakan, 
bahkan pada taraf pembangkangan atas hukum itu sendiri. Lebih 
dari itu rakyat kurang peduli terhadap upaya Pemerintah dalam 
penegakan hukum, karena secara tidak sadar rakyatpun ikut andil 
secara tidak langsung. 
Di sisi lain aspek institusi penegak hukum (Polisi, Jaksa, 
Hakim dan lain-lain) yang “kotor” dan lemahnya kontrol badan 
legislatif dapat juga mempengaruhi lemahnya penegakan hukum 
tu sendiri. Rakyat tidak hanya tidak percaya akan hukum itu 
sendiri, tetapi juga tidak percaya kepada penegak hukum itu 
sendiri. Oleh karena itu sering terjadi adanya main hakim sendiri 
atau dengan istilah lain ”Eigen Richting ” atau juga “Street 
Justice”(Peradilan Jalanan) yang sering dilakukan masyarakat  
terhadap pelaku kriminal. Disamping itu  sering tidak ada 
kepedulian  untuk menjadi saksi apabila terjadi kejahatan atau 
pelanggaran.
8
 
Kesadaran merupakan sikap, atau prilaku mengetahui, 
mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang 
hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini  dapat 
                                                 
8
 
8
 Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari 
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dipahami dengan makna sadar tu sendiri yang berarti merasa, 
tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) 
pada keadaan dirinya.
9
  
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum  
merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri 
manusia tentang hukum yang ada  atau tentang hukum yang 
diharapkan ada. Penetrasinya adalah nilai-nilai tentang fungsi-
fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-
kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
10
 
Kesadaran hukum mempunyai korelasi yang erat dengan 
ketaatan hukum walaupun pada esensinya tidak serupa. Hal ini 
disebabkan karena masalah kesadaran hukum itu berada dalam 
diri masing-masing kualitas manusia, kepatuhan tersebut bukan 
berarti seseorang sadar hukum. 
 
2. Teori Tentang Masyarakat Hukum 
  Loebby Loeqman mengemukakan beberapa teori untuk 
melihat kualitas orang taat Hukum yaitu:
11
 
1. Teori Sanksi, yaitu Orang akan taat Hukum karena takut 
sanksi, ancaman, sehingga untuk menghindari ancaman 
atau sanksi tersebut orang akan taat Hukum. 
2. Teori Manfaat, yaitu; Orang akan taat Hukum karena 
mengetahui dan merasakan manfaat hukum tersebut. 
3. Teori Tujuan, yaitu Orang akan taat hukum  bilamana 
mengandung tujuan yang dikehendaki oleh seseorang. 
4. Teori Kesadaran, yaitu; Keyakinan akan hukum itu sendiri  
bahwa adanya Hukum tersebut mengandung manfaat, 
menciptakan ketertiban di masyarakat dan adanya 
                                                 
9
 A.W. Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat 
Pancasila (Jakarta, CV. Era Swasta:1984), Cet. I, h. 14 
10
 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum 
(Jakarta ,CV. Rajawali: 1982), Cet. I , h. 152 
11
 Loebby Loeqman, Pentaatan Hukum, Catatan Kuliah Sejarah 
Hukum pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah  Jakarta 
tanggal 17 November 2001 
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keadilan yang dirasakan. Kepatuhan Hukum timbul dari 
kesadaran individu dan diri seseorang. 
Disamping itu  menurut Krabbe, bahwa Hukum itu 
mengikat bukan karena Negara menghendakinya akan tetapi 
karena merupakan perumusan dari kesadaran Hukum  rakyat. 
Berlakunya hukum karena nilai bathinnya yaitu yang menjelma di 
dalam Hukum itu sendiri.
12
 
Dalam konteks filosofis, kesadaran hukum yang dimaksud 
di sini tentu berbeda dengan memahami kepatuhan hukum. 
Kajian kesadaran hukum membahas pola tingkah laku  manusia 
yang tahu dan mengerti akan hukum dalam arti noumena 
sehingga mewujudkan salah satunya kepatuhan hukum. 
Sedangkan kepatuhan hukum, meletakkan dari makna Hukum 
secara konkrit yaitu sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa. 
Korelasi antara kepatuhan hukum  dengan kesadaran hukum  
dapat dilihat bahwa manusia pada hakikatnya cinta akan 
ketertiban, sehingga manusia mempunyai kecenderungan  dan 
kebiasaan untuk patuh pada hukum. 
Pola tingkah laku manusia berasal dari norma dan norma 
itu sendiri berasal dari nilai-nilai yang ada setiap individu. Pola 
tingkah laku tersebut membentuk sikap (attitude). Dalam 
kaitannya dengan kesadaran hukum, masyarakat dapat 
digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu; 
1. Masyarakat yang sudah tahu hukum, yaitu masyarakat 
yang terpelajar dan modern. Seharusnya masyarakat yang 
sudah tahu hukum itu sadar pada hukum, tetapi pada 
kenyataannya justru banyak diantara mereka yang tahu 
hukum, merekalah yang melanggar hukum. Hal ini 
disebabkan kurangnya moral, keteladanan dan tanggung 
jawab. Solusinya yang digunakan untuk meningkatkan 
kesadaran hukum adalah dengan menegakkan hukum dan 
memberi hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran 
orang-orang yang buta hukum. 
                                                 
12
 Lili Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung, PT. Citra 
Aditya: 1996), Cet.VII, h. 88 
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2. Masyarakat yang buta hukum, yaitu; Masyarakat yang 
belum mengetahui materi Hukum itu sendiri. 
Ketidaktaatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ini 
disebabkan karena kurangnya informasi dan ilmu 
(pendidikan). Solusi yang digunakan untuk meningkatkan 
kesadaran Hukum adalah dengan penyuluhan hukum, 
Keteladanan, informasi hukum dan pendidikan hukum. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum dalam suatu 
Negara akan lebih kuat kedudukannya apabila tidak bertentangan 
dengan kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan atau tradisi rakyat. Hal 
ini menunjukkan  bahwa kesadaran hukum dapat  dibentuk 
dengan substansi hukum tersebut, yaitu harus memenuhi unsur-
unsur sosiologis, filosofis dan yuridis, dengan tidak mengabaikan 
salah satu dari ketiga hal tersebut. 
Seorang ahli hukum Friedrich Karl Von Saviqny (1770-
1831),
13
 pendiri mazhab sejarah, mengatakan bahwa kesadaran 
Hukum rakyat nampak pada apa yang diucapkan  oleh para ahli 
hukumnya. Hukum tergantung pada jiwa rakyat, isi hukum 
ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa. Von 
Saviqny mengungkapkan bahwa hukum seperti juga bahasa, 
timbul secara spontan dalam kesadaran umum (Common 
Conciusness) dari suatu masyarakat yang mewujudkan suatu 
realitas organik (Organic Being) . 
Selanjutnya, Roscoe Pound bahwa Hukum yang baik 
adalah  hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di 
masyarakat. Disamping itu seorang ahli hukum (Austria) Eugen 
Erhlich, menekankan “Hukum yang hidup di masyarakat” yang 
didasarkan pada tindak-tanduk dalam kehidupan Sosial, lebih 
daripada norma yang didasarkan pada norma negara  yang 
memaksa, norma-norma yang ditaati masyarakat baik mengenai 
kebiasaan-kebiasaan keagamaan, kehidupan berumah tangga 
maupun hubungan perdagangan adalah hukum walaupun tidak 
memperoleh pengakuan atau dirumuskan oleh norma Negara. 
                                                 
13
 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat..., h.. 31 
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Norma Hukum Negara  yang dirumuskan oleh Badan 
yang berwenang (Pembuat Undang-Undang) yang terutama 
menyangkut kepentingan kenegaraan merupakan “Politik Hukum 
Negara”,  sedangkan yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat dinamakan “Kesadaran Hukum Masyarakat”.14 Dari 
sisi inilah perwujudan suatu keseimbangan  antara politik Hukum 
Negara  dan kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan 
dalam rangka penegakan hukum.. 
Untuk menciptakan masyarakat yang madani dan teratur, 
diperlukan suatu upaya patuh Hukum dengan penuh kesadaran. 
Dalam meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat, adalah 
merupakan salah satu politik hukum dari pemerintah yang harus 
dilaksanakan. Politik Hukum Negara mencakup cara 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pembaharuan di 
bidang hukum merupakan agenda yang penting dilaksanakan baik 
dari dimensi perundang-undangan maupun institusional. 
 
3. Unsur Utama Dalam Sistem Hukum 
Lawrence M. Friedman mengutarakan tiga unsur utama 
setiap sistem Hukum, yaitu: 
a. Struktur Hukum 
b. Substansi Hukum, dan 
c. Budaya Hukum. 
Kemudian secara eksplisit menambahkan unsur Dampak 
Hukum (Impact) . Struktur sistem Hukum (Legal Stucture)  
berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur- 
unsur kelembagaan, pembentukan, penegakan, pelayanan, 
pengelolaan hukum pada umumnya. Seperti Pembentuk Undang-
undang, Peradilan,, Kepolisian, Administrasi Negara yang 
mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan 
lain-lain. Substansi hukum (Legal Substance) mencakup hal-hal 
seperti aturan moral, aturan-aturan yang hidup dalam kenyataan 
masyarakat (The Living Law), dan berbagai produk yang timbul 
                                                 
14
 Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, (Jakarta, PT. Raja 
Grafindo Persada:1996), Cet.III, h .4-6 
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akibat penerapan hukum. Budaya hukum berkenaan dengan sikap 
terhadap hukum, sikap ini berkaitan budaya yang berasal  dari 
norma-norma, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, dan nilai-
nilai yang ada  pada masyarakat. Sedangkan dampak hukum ialah 
berkenaan dengan akibat-akibat yang timbul dari suatu keputusan 
atau penerapan hukum.
15
 konsepsi, kemungkinan-kemungkinan 
dan pendapat masyarakat setelah putusan itu ditetapkan  
Kesadaran Hukum masyarakat mempunyai kaitan yang 
erat dengan ketiga sub system di atas. Dari sisi kelembagaan, 
kesadaran hukum masyarakat akan cenderung baik ketika 
kelembagaan tersebut berjalan dengan baik dan sebaliknya. Dari 
sisi substansi hukum, tentu saja hukum-hukum yang dibuat 
haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal 
(Keadilan, Persamaan,, Hak, Kemerdekaan, Moralitas,  dan lain-
lain)  yang hidup di masyarakat. Produk hukum yang masih 
bersifat Kolonial dan yang tidak sesuai dengan zaman tidak 
digunakan lagi diiringi  dengan membuat kebijakan atau hukum 
yang baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Budaya hukum 
mengambl bentuk pada persepsi, pandangan, tingkah laku 
masyarakat tentang hukum harus diperhatikan dalam sosialisasi, 
penerapan dan penegakan hukum. 
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan 
salah satu dari tujuan budaya hukum. Peraturan hukum tidak 
lepas dari aturan nilai-nilai, keyakinan dan moralitas sebagai 
ikatan sosial. Dalam buku The Concept of Law, L.A. Hart 
mengatakan bahwa moral merupakan sumber dari hukum, dan isi 
dari Hukum pada hakikatnya adalah kaidah moral. Ketika dia 
melanggar hukum, maka ia telah melanggar kaidah moral. 
Walaupun demikian Hart mendefinisikan hukum itu haruslah 
melalui proses legislasi raja atau penguasa. 
Penataan kelembagaan (Legal Stucture) dan pembaharuan 
berbagai perangkat perundang-undangan tidak akan dapat 
diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan 
                                                 
15
 Lawrence M. Friedman, American Law, an IntroductionRevised 
and Update ( E.W. Norton & Company: 1997), h. 16   
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budaya hukum tidak menunjang. Oleh karena itu, perlu 
dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan yang 
sistematis dan terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, 
dan kebiasaan berprilaku dalam kehidupan masyarakat luas.
16
 
Sikap menghormati hukum dan Orientasi berfikir dan 
bertindak yang selalu didasarkan atas hukum masih harus dibina 
dan ditingkatkan menjadi kebiasaan hidup rakyat Indonesia. Di 
tengah issue  Hak Asasi Manusia yang selama ini menghantui 
cara berfikir  hampir semua orang, juga perlu didasari mengenai 
pentingnya dimensi kewajiban dan tanggung jawab asasi 
manusia. hukum harus bersifat dinamis dan fleksibel, sebenarnya 
hukum dan keadilan justru terletak pada keseimbangan dinamis 
dalam hubungan hak dan kewajiban yang tidak dilepaskan dari 
kepentingan para subjek hukum dalam arti sempit atau 
kepentingan masyarakat pada arti luas. 
 
C. Penutup 
 Dari uraian di atas, ada beberapa point yang dapat 
dijadikan kesimpulan untuk dapat dikaji dan direnungkan, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Pembahasan kesadaran hukum Masyaralat pada 
hakikatnya membahas kesadaran atas nilai-nilai yang 
terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada 
atau hukum yang diharapkan ada. 
2. Hukum merupakan sesuatu yang hidup di masyarakat 
berupa keyakinan, moralitas, keagamaan, norma, 
kebiasaan, termasuk juga hukum tertulis yang dibuat oleh 
Penguasa. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di 
masyarakat. 
3. Kepatuhan seseorang akan hukum yang belum berarti ia 
sadar hukum, makna kesadaran hukum adalah memahami, 
mengerti, mentaati dan menghayati hukum. Ketaatan 
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hukum bertingkat-tingkat kualitasnya sesuai dengan 
kualitas pribadi seseorang taat hukum, seperti takut karena 
sanksi, taat karena kewajiban dan lain-lain. Tingkatan 
ketaatan hukum yang tertinggi adalah kesadaran hukum. 
4. Ketidak-adaan kesadaran hukum pada diri seseorang biasa 
disebabkan karena kekurangan Ilmu, kekurangan moral, 
kurang informasi dan kurangnya tanggung jawab 
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